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ABSTRAK

Ay

Nama : PUSPA MAHARANI, SH
Program Studi : Magister Kontariatan
Judul : Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik (E-Commerce)

Melalui Internet Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Dengan perkembangan teknologi informasi saat im, telah menciptakan jenis-jenis
dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin
banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan perkembangan teknologi
informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan
perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual-beli. Perkembangan internet
memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan.
Adapun maraknya transaksi elektronik tersebut bernama e-commerce.
Dikarenakan transaksi tersebut tidak mempertemukan atau memperlihatkan para
pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan legalitas dari perjanjian
yang mereka sepakati dan pembuktian pada saat salah satu pihak melakukan
wanprestasi serta hukum mana yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa
tersebut.

Kata kunci:
Legalitas, Kontrak Perdagangan Elektronik, E-Commerce, Internet, Hukum
Perdata
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ABSTRACT

Name : PUSPA MAHARANI, SH
Study Program : Notary Program
Title : Contract Legality of Electronic Commerce (E-Commerce)

Through The Internet In The Review of Civil Law Aspect

With the development of information technology today, have created the kinds of
opportunities and new business where business transactions done electronically
more corpulent. In connection with the development of information technology
allows anyone to easily conduct legal action such as buy and sell. Development of
the internet’s rapid and significant effects in all aspect of life. The proliferation of
electronic transactions is called E-Commerce. Because these transactions do not
bring and show the parties when making the agreement, then the questionable
legality of the agreement which they agreed and evidence at the time of one party
in default and which law is used to resolve the dispute.

Keyword:
Legality, Contract Electronic Commerce, E-Commerce, Internet, Civil Law

Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012



DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar BelaKang ...........ccceceeeueeemrereeneeeceeeeeee e oo
1.2 POKOK PEIMAAIANAN ... ceeeeeeooeeeeeeeeeeoeooeoeoooooooooeoooooo
1.3 Tujuan Penelitin ....................................................................................
1.4 Metode Penelitian S YOO S
1.5 Sistematika Penulisan . ettt ettt et e ae st eae e nessensebaesennas

2. PERJANJIAN DAN E-COMMERCE

2.1 Konsep Perjanjian ..........c.ceeceeurevermueeeeeeueceeceeeeeee e eeeeeses oo
2.1.1 Pengertian Perjanjian dan Perikatan ...............co.o.oooooeveveveii
2.1.2 Asas-asas Perjanjian .............ceeueueueeueeeeeemereneeeeeeeeeeeooo
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian .................c.eeeeeveeevememereoeeeeemoeoooo
2.1.4 Unsur-unsur Perjanjian ...........e.o.eeeeeeeeeeeeeooeeeeeeeeeoeoo
2.1.5 Macam-macam Perjanjian ................eeeeeemeeeemeveoeoooooo
2.1.6 Saat Lahirnya Perjanjian ...............cooeoeeeeememoomooooooooo
2.1.7 Pelaksanaan Perjanjian ................eeveeeeeeeeemeseerseeeeoeeooeo
2.1.8 Berakhirnya Suatu Perjanjian ..............o...oooooovoveooeoo

viii

Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012

N N 9O o -

10
10
12
13
16
16
17
19
19



22

23

E-Commerce
2.2.1 Pengertian E-COMMETCE «........uvveeemeeeeesreereooeoooooooooooo 20
2.2.2 Cara Bertransaksi Dalam E-Commerce ... 23
2.2.3 Para Pihak Yang Bertransaksi Dalam E-Commerce................. 27
2.2.4 Jenis Transaksi E-COMMETCe ...t 29
2.2.5 Bentuk Perjanjian E-Commerce ............oo..o.vevevooooooo 31
2.2.6 Alat Bukti Serta Jenis Bukti Elektronik ................................... 32
2.2.7 Sistem Keamanan Bentuk Perwujudan Perlindungan...............
Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce ........... 33
2.2.8 Transaksi Elektronik Dengan Tanda Tangan Digital ............... 35

2.2.9 Pengaturan Hukum Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce 36

Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Dari Aspek
Hukum Perdata

2.3.1 Perjanjian Yang Digunakan Dalam E-Commerce .................... 39

2.3.2 Saat Terjadinya Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce ...... 41

2.3.3 Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Perdata ................... 47
3. PENUTUP
3.1 KeSimpulan ........ccocveueeeeueeuemeeeeeececeeeeeeee e 59
3.2 SATAMN ettt 61
DAFTAR REFERENSI

ix

Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang g#akukan antara
penjual dan pembeli di suatu tempat. Transaksiggamgan dapat timbul jika
terjadi pertemuan antara penawaran dan permintagmdap barang yang
dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengdangsungnya transaksi yang
terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkzaiang. Perdagangan juga
merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnyabat&hn rangkaian kegiatan
produksi dan distribusi barang. Kegiatan perdagarmg&an merupakan sesuatu
yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak zpraagjarah.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat glaht menciptakan
jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang barumdna transaksi-transaksi
bisnis makin banyak dilakukan secara elektronikehubBungan dengan
perkembangan teknologi informasi tersebut memurkgkinsetiap orang dengan
mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnydakolean jual-beli.
Perkembangan internet memang cepat dan memberapdngignifikan dalam
segala aspek kehidupan kita. Internet membantuskiténgga dapat berinteraksi,
berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan demrgaug dari segala penjuru
dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tetakhir ini dengan begitu
merebaknya media internet menyebabkan banyaknyasgieman yang mulai
mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengaggunakan media
ini. Salah satu manfaat dari keberadaan internalahdsebagai media promosi
suatu produk. Suatu produk yangmlinekan melalui internet dapat membawa

keuntungan besar bagi pengusaha karena produkimali di seluruh dunia.

Universitas Indonesia
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Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada [eatam informasi
yang dapat diakses melalui media ini, melainkara jdgpat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yakagasmg di Indonesia telah
mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar d&h teulai penggunaannya
oleh beberapa perusahaan yadfectronic commerceatau yang lebih dikenal
dengan E-Commerce yang merupakan bentuk perdagangan secara eldktron
melalui media internetE-Commercepada dasarnya merupakan suatu kontak
transaksi perdagangan antara penjual dan pembefjiademenggunakan media
internet’ Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikanunigitdrnet.

Kata e-commerce atau electronic commercenenjadi kata kedua yang
sering didengar, ditulis, diucapkan, setelah katarhet. Kata - kata lainnya yang
berhubungan dengamcommercentara lairB-to-B ataubusiness to busings3-
to-C atau business to consume€-to-C atau consumer to consumeiSecara
harfiah arti kataelectronic commerceadalah perdagangan secara elektronik.
Berdasarkan Ensiklopedia Britannie&acommereadalah menjalankan bisnis dan
menjual informasi, layanan, dan komoditi melalurigan telekomunikasi
komputer. Jika ditarik ke belakangscommercéermula dari standar pertukaran
dokumen bisnis, seperti dokumen order atau invomstara pemasok dan
konsumen perusahaan pemasok. Salah satu standalotgile-commercawal ini
yang dikembangkan pemerintah Amerika Serikat tabh®n5 adalah EDI atau
electronic data interchangeSampai sekarang EDI masih dimanfaatkan oleh 95
persen perusahaan dunia yang terdaftar dalam oftd@0. EDI adalah standar

teknologi pertukaran informasi menggunakan jaringevat?

Belanja di Internet hanyalah sebagian kecil dakiupane-commerceE-
commercejuga mencakup penjualan barang - barang yang tis& diraba
(intangible dan tidak perlu dikirim seperti piranti lunak.l&e barang - barang
tidak bisa diraba,e-commercemencakup transaksi bisnis (pembelian dan
penjualan produk) antar perusahaan ke perusahaardéagan nilai transaksi

! http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_camti&view=article&id=11&Itemid=11

2 yogyacarding.tvheaven.coesbmmercejalur_perdaganganbaru_lewat internethtm-
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sangat beda. Merupakan sistem komunikasi bisnigr ap¢laku bisnis atau
transaksi secara elektronik antar perusahaan y#agukian secara rutin dan
dalam kapasitas produk yang besarommercgenis business to businegB-to-
B). B-to-C Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaksnibi dengan
konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada testentu. Contoh
transaksi e-commercejenis business to consumeadalah satu perusahaan
(Amazon.com) menjual produknya (buku) langsung Kep&onsumennya.
ContohC-to-C atauconsumer to consumedalah Merupakan sistem komunikasi
dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memegelfutuhan tertentu seperti

transaksi resmi melalui situs lelang seperti eBaywW.ebay.com).

Kehadiran internet telah memberikan keyakinan akaentingnya
teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial sugerusahaan melalui
modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengemanfaatkar-Commerce
dan E-Commercanerupakan salah satu keunggulan baru dari intgaeg kian

digemari oleh banyak orang.

Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup
menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karEr@ommercememberikan
banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik glhak penjual fherchan}
maupun dari pihak pembelbiyed di dalam melakukan transaksi perdagangan,
meskipun para pihak berada di dua benua berbedalimek DenganE-
Commercesetiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dasdrapt negoisasi.
Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menesrtatas geografis dan teritorial

termasuk yurisdiksi hukumnya.

Penggunaan internet sebagai media perdagangan regnsigkat dari
tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh berbaganfasd yang di dapat oleh
perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan kisansalalui internet.
Dalam E-commerce yang berkenaan dengan perdagasgiam, satu hal yang
menjadi perhatian yang menarik adalah mengenard&onKontrak adalah salah
satu aspek legal dalam perdagangan di dunia ngatena hal yang sama juga

melekat di dalam jual beli melalui E-commerce.
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Pada umumnya transaksi jual beli yang dilakukanya¢rdan pembeli
dalam dunia nyata adanya tatap muka, namun dendgmmya internet sebagai
medium, penjual dan pembeli dapat bertransaksiatamgrus bertatap muka.
Internet bersifat global sehingga sangat mungkijade para pihak yang terlibat
dalam transaksi tidak berasal dari negara yang ,sataa ada pihak asingnya.
Oleh karena itu, sebelum para pihak bertransai$ghih dahulu harus ditentukan
system hukum siapa yang akan dipakai, karena sylstémmm yang dianut setiap
negara berbeda-beda. Pada prinsipnya ada tigarsystkum besar di dunia ini,
system hukum tersebut adalah system hukum angtngagmmon lay; system
hukum eropa continentatiyil law) dan socialist law legal systergang lebih

banyak dipengaruhi oletivil law.

Adanya perbedaan system hukum ini menyebabkan adpeybedaan
jenis akta yang digunakan dalam kontrak jual beliaea para pihak. Dalam
system hukum common law dikenal adanya akta “déekita under seal), yaitu
akta yang ditandatangani, di cap oleh para pihak disaksikan oleh sekurang-
kurangnya satu orang saksi. Dalam hal berlakurdeed” baru berlaku bila pihak
yang membuatnya melakukan perbuatan yang secas feényatakan bahwa
pihak tersebut ingin dokumen itu untuk segera karléSementara itu dalam
system hukumcivil law, yaitu system hukum yang antara lain dianut oleh

Indonesia, dikenal 2 jenis akta, yaitu:
a) Akta Otentik

Menurut pasal 1868 KUHper Akta Otentik adalah swkiia yang di dalam
bentuk yang sesuai yang ditentukan oleh undangag)diibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang uhiullitempat
dimana akta dibuatnya. Pada umumnya pejabat yangebang untuk
membuat akta otentuk (akta umum) ini adalah notatsiali oleh undang-

undang ditentukan lain.

b) Akta bawah tangan

Universitas Indonesia
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Adalah akta yang dibuat oleh para pihak dalam bemnan isi yang
ditentukan oleh para pihak sendiri dan ditandatangéeh para pihak

diatas materai.

Perbedaan antara akta otentik dengan akta bawajartaadalah bahwa akta
bawah tangan bukan merupakan bukti yang sempualamdarti bahwa akta
bawah tangan dapat disangkal. Bila akta bawah madgangkal kebenarannya,
maka orang yang di sangkal itulah yang harus metikauk kebenaran dalam
akta bawah tangan itu. Sementara akta otentik,asardan pasal 1870 KUHPer
adalah alat bukti yang sempurna, maksudnya adahtwd akta otentik memiliki
kekuatan pembuktian yang mutlak sehingga tidak upddgi dibuktikan
kebenarannya atau tidak dapat disangkal kebenamankgcuali dibuktikan

sebaliknya.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia didalam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkangenai syarat sah
suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Spatjanjian dianggap sah
apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat oidydkémenuhan atas syarat
tersebut berakibat pada perjanjian yang telah diemnjadi sah. Perjanjian juga
mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajnsehingga pemenuhan
syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipensélain itu dikenal juga
macam-macam perjanjian yaituPerjanjian konsensuil, formal dan, riil.
Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap aphbila ada kata sepakat
antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanji@nsebut.
Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilkkn dengan suatu bentuk
tertentu, yaitu dengan cara tertulis. Perjanjidnialah suatu perjanjian dimana
selain diperlukan adanya kata sepakat, harus tiisend Hal ini kelak apabila
dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atagketa maka penyelesaiannya
dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disgipsdbagai bukti adanya suatu
kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihakigemn

® http://carmelcurhatmodeon.blogspot.com/2010/04fm#perjanjian.htmi
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E-commerce menimbulkan pertanyaan terutama yaniaib@n dengan
masalah kerahasiaan, keutuhan pesan (integrigftitds para pihak dan hukum
yang mengatur transaksi tersebut. Timbul permaaal@agaimana keaslian atau
ke otentikan dari informasi tersebut karena begitdahnya menggandakan suatu
Dokumen Elektronik. Selain itu apakah hukum acaeedgta yang berlaku di
Indonesia masih sesuai dengan munculnya berbailandgi baru berkaitan
dengan pembuktian. Oleh karena itu sangat menatikudikaji tentang kekuatan
pembuktian alat bukti elektronik dalam sengketaennerce, Apakah Lembaga
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selaku lembagag berwenang dalam
mengeluarkan Sertifikat Digital bertanggung jawadpa&da pihak ketiga yang
merasa dirugikan dalam sengketa e-commerce, dddlagdat bukti elektronik

juga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dakmgketa e-commerée.

Pada umumnya dalam berkontrak orang-orang Indoriebia memilih
untuk menggunakan akta otentik daripada akta baaraan maupun “deed”, hal
ini disebabkan karena dalam hal pembuktian, alaatibtlebih memiliki kekuatan
hukum yang sempurna bila dibandingkan dengan a&t@ab tangan. Namun
dalam E-commerce yang menjadi permasalahan adalatrak jual beli yang
dibuat melalui dan di dalam medium internet hangpat berupa akta bawah
tangan karena akta otentik hanya dapat dibuat @@l dihadapan oleh pejabat
yang berwenang (pasal 1868 KUHPer) yaitu dalamkaswadalah notaris.

Perjanjian dalame-commercedengan perjanjian biasa tidaklah berbeda
sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentued@akunya. Media dalam
perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta datakeserta dibuat berdasarkan
kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan distpak&ia perjanjian tersebut
mengikat setelah ditandatangani, sedangkan da&roammerce perjanjian
menggunakan media elektronik yang ada hafiyan atau blanko klausul
perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditdéin ditampilkan dalam media
elektronik (halamamveb), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombabya

disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadegapjian tersebut. Hal ini

* http://digilib.unej.ac.id/gdl42/gdl.php?mod=broam=read&id=gdlhub-gdI-ratnotriha-2808
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tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalataldim perjanjian secara

elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebu

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis akembangun suatu
system dalam dunia internet dimana akta otentikadalibuat dan disaksikan
penandatangannya oleh pejabat yang berwenang, sesupi dan tetap berada
dalam koridor hukum yang ada serta pengimplememtadari system tersebut
dalam dunia praktek hukum. Adapun permasalahan kpglmg akan dibahas
adalah:

1. Dalam perjanjian dikenal dengan Perjanjian FarnRiil dan
Konsensuil. Termasuk dalam jenis perjanjian apakeintrak

perdagangan e-commerce tersebut?

2. Kapan kontrak dalam e-commerce tersebut dikatakah telah

mengikat para pihak?

3. Bagaimana pembuktian atas kontrak tersebut l@pahbliah satu pihak
melakukan wanprestasi? Dan hukum mana yang berlakiwk

menyelesaikannya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenadengan maksud penulis

melakukan penelitian, terkait dengan perumusan ledasdan judul. Penulis

mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapaiaiaepenelitian ini. Tujuan

itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan sesatayektif. Adapun tujuan

penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui mengenai aspek hukum perjadatam kontrak
perdagangan melalui internet¢ommerce

b. Untuk mengetahui kapan kontrak tersebut dikatdnmengikat para pihak.
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c. Untuk mengetahui pembuktian atas kontrak damhgkang diberlakukan.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata caeanecahkan suatu
masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaamaseati-hati, tekun dan
tuntas terhadap suatu gejala untuk menambahkanefan@mn manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses @insip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam nielakiypenelitiar.
Penilitian ini termasuk kedalam penelitian kepuatak dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif yang berartiepgan ini mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dereyarasalahan yang dibahas
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekund

Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari dusitatnya adalah tipe
penelitian yang bersifat deskriptif untuk menggarkha atau menjelaskan lebih
mendalam mengenai fakta atau permasalahan yancnitaerkdengan objek
penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadapnsalahan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata sekunder, yang
merupakan data yang berasal dari kepustakamng bersumber pada bahan
hukum primer, yaitu bahan yang isinya mempunyaiukéhkn mengikat kepada
masyarakat yang disebabkan karena bentuknya b@enaduran, dimana dalam
penelitian ini digunakan peraturan-peraturan yamgkditan dengan kontrak

dalam e-commerce.

® Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukunGet.3, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal.6.

® Ibid., hal. 12.
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Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang nasij@h mengenai
sumber hukum primer, seperti: buku-buku yang béakaidengan pemberian
jaminan fidusia dengan akta notaris di bank syariadlam penelitian ini juga
menggunakan bahan hukum tertier, bahan ini digun&keena untuk menunjang
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamugmsiklopedia.

Perolehan data sekunder tersebut menggunakan extgumpulan data
yang dilakukan dengan data tertulis baik berupaabahukum primer, bahan
hukum sekunder maupun bahan hukum yang lainnyaa {atg telah diperoleh
tersebut kemudian di analisis secara kualitatifuknnenemukan jawaban dari
pokok permasalahan yang diteliti dengan menariknikgslan secara deduktif.
Hasil pengumpulan data diperoleh melalui data seéugang didukung dengan
wawancara dengan pihak terkait dan studi terhad&prden sehingga hasil dari
analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yangaithlan dengan teori-teori,
konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawalapgaian-pertanyaan dalam

rumusan masalah ini.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum adalah untuk membearmbgaan yang jelas dan
komprehensif mengenai penulisan hukum ini, makakberini kami sajikan
sistematika:
BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang, Ipeiassan masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat pi@neldan metode

penelitian secara sistematika penulisan hukum.

BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN
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BAB Il

10

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustakagyaerkenaan
dengan judul dan masalah yang diteliti yang merkbarilandasan
teori serta diuraikan juga mengenai kerangka peamkidan hasil
penelitian dan pembahasanya mengenai aspek hukujanij@n
dalam pelaksanaan perdagangan melalui intermetoifhimerce
berserta faktor pendukung dan penghambat pelaksgedagangan

melalui internet¢-commerce

PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibajuga berisi
saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yamkaitedengan

permasalahan penelitian ini.
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BAB I
PERJANJIAN DAN E-COMMERCE

2.1 KONSEP PERJANJIAN

2.1.1 Pengertian Perjanjian Dan Perikatan

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupaka@sepadanan dari
istilah “Overeenkomst”dalam bahasa belanda ata&greement” dalam bahasa
Inggris/

Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sendgiri istilah
“Hukum Perikatan. Jika dengan istilah Hukum Pegkatdimaksudkan untuk
mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketigfH KPerdata, jadi
termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjamgemikatan hukum yang terbit
dari undang — undang, maka dengan istilah hukumuhkiukerjanjian hanya
dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hykmg terbit dari perjanjian
saja®

Selanjutnya dalanBlack's Law Dictionarydibedakan antard&greement
contractdantransaction Agreements a concord of understanding and intention
between two or more parties with respect to thenumdative rights and duties,of
certain past or future fact or performancgontractis An agreement between two
or more person which creates an obligation to donat to do a particular
thing.Transaction consists of an act or agreement or several actagreement
having some conection with each other,in which mthran one person is
concerned, and by which the legal relation of spelson between themselves are

altered. It is a border term than “contract”.

” Munir Fuady,200Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis,Buku
Pertama,Banduig,PT.Citra Aditya Bakti,Hal.2

® |bid,Hal.2

9Henry Campbell Black,197Black’s Law Dictionary,Fifth Edition,ST.Paul Minn,West Publishing.
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Pengertian perjanjan dapat diketahui dari Pasal3 1Ritab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan e&atu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang aletnih.”
Sedangkan Prof Subekti memberikan pengertian gemeadalah:
“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepadarseg lain atau dimana
dua orang itu saling berjaniji untuk melaksanakasuseu.”™°

Perjanjian akan menimblkan suatu perikatan yangnd&ehidupan sehari-
hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupang diucapkan atau
ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlabungan hukum yang lahir
dengan sendirinya tetapi hubungan itu tercipta naradanya tindakan hukum
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginantukhk menimbulakn
hubungan hukum tersebtit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pé&iagemengenai
perjanjian, tetapi pembuat undang-undang tidak neeikdn pengertian mengenai
perikatan. Dalam buku “Hukum Perjanjian”, Prof Skibenencoba memberikan
definisi perikatan sebagai berikit.

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukuna@ntiua orang atau
dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhekuntut sesuatu hal
dari phal_< yang lain dan pihak yang lain berkewajibantuk memenuhi
tuntutan itu.”

Dari pengertian perjanjian dan perikatan dapatriéiteesimpulan bahwa
perjanjian adalah peristiwva hukum, sedangkan penmkaadalah hubungan
hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa perjanjiadaladsalah satu sumber
perikatan. Hal ini karena perjanjian berisi ketamietentuan yang menimbulkan
hak dan kewajiban di antara para pihak sehinggamjien Yang Sah berlaku
sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pdrak membuatnya (Pasal

1320 KUHPerdata)®

1% R.Subekti,1996jukum Perjanjian,Jakarta,PT.Intermessa,Hal.1
" Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum TelematikadakPT RajaGrafindo,Hal.248

2 |bid.Hal.248

13 |bid.Hal.248-249
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2.1.2 Asas — Asas Perjanjian
Asas dalam pengertian ini merupakan landasan slimgaa dibangun tertib

hukum. Asas — asas ini diperoleh melalui konstrujsiidis yaitu dengan

menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudiamgambil sifat — sifatnya
yang umum atau abstrak. Secara garis besar terdapatapa asas penting yang
dikenal dalam hukum perjanjian yaitu sebagi berikt

a) Asas konsensualisme : suatu perjanjian lahirakela telah terjadi
kesepakatan antara para pihak. Asas ini sangathaatngannya dengan
prinsip kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

b)  Asas kekuatan mengikat : terikatnya panalppada apa yang disepakati
dalam perjanjian dan juga terhadap beberapa unsir $epanjang
dikehendaki oleh para pihak adalah sama halnyaashekegkuatan mengikat
undang — undang.

C) Asas kepercayaan : seseorang yang mengagekgmjian dengan pihak
yang lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan tdraakedua belah
pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasingemudian hari.
Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian itu tidekgkin akan
diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan idu&kebelah pihak
mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang telahmpenyai kekuatan
mengikat sebagai undang — undang.

d) Asas persamaan hak : asas ini menempatkarppsk di dalam persamaan
derajat, tidak ada perbedaan, masing — masing pilagik melihat adanya
persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihtalk unmenghormati
satu sama lain.

e) Asas keseimbangan : asas ini menghendaki kéeleh pihak untuk
memenuhi dan melaksanskan perjanjian. Asas ini pa&an kelanjutan dari
asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan unaruntut pelunasan
prestasi melalui kekayaan debitur, namun kredit@mimul pula beban

untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikack.bBiengan demikian

* Mariam Darus Badrulzaman,199eka Hukum BisnisBandung,Alumni,Hal.42
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kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dendgamwajiban untuk
memperhatikan itikad baik melaksanakan segala kleamya, sehingga
kedudukan debitur dan kreditur seimbang.

Asas moral : Asas ini sangat nampak dalanka&n wajar, dimana suatu
perbuatan sukarela dari seorang tidak menimbulkak aginya untuk
menuntut kontraprestasi dari pihak debitur. Adagpaktor — faktor yang
memberi motifasi pada yang bersangkutan untuk m&kk perbuatan
hukum adalah berdasarkan pada aspek kesusilaaal(reebagai panggilan
dari hati nuraninya.

Asas kepatutan : asas ini dituangkan dalasagl 1339 KUH perdata yang
berhubungan dengan isi perjanjian, di mana titikatmg/a adalah mengenai
aspek keadilan dalam masyarakat.

Asas kebiasaan : suatu perjanjian tidak&anengikat untuk hal — hal yang
diatur secara tegas akan tetapi juga hal — hal ytlgm keadaan dan
kebiasaan yang lazim diikuti

Asas kepastian hukum : perjanjian sebagai usdfeggur hukum harus
mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungtap kekuatan
mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu undang -angdagi para pihak.
Asas kebebasan berkontrak : setiap orangdebtuk mengadakan perjanjian
apa saja asas tidak bertentangan dengan undamdprgjrketertiban umum

dan kesusilaan.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnyanpien diperlukan

empat syarat yaitu :

1)

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan ske&wlaan yang
menunjukkan kehendak kedua belah pihak lawannygatetiada kesesatan
atau kekeliruian, paksaan atau penipuan. MenursalP2821 KUH Perdata
“tiada kata sepakat yang sah apabila sepakathtriian karena kekhilafan,
atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuanigddeadanya kata
sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikau&ebelah pihak dan
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dapat dilaksanakan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Memasal 1329 KUH Perdata

3)

4)

bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuakgtan — perikatan,

jika ia oleh undang — undang tidak dinyatakan tidakap”. Menurut

ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 1330 KUH Payddahwa semua

orang cakap (berwenang) membuat perjanjian kecoadreka yang

tergolong sebagai berikut :

a. Orang yang belum dewasa

b.  Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang dkatapndang-undang,
dan pada umumnya.

Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalamappan adalah barang yang

menjadi objek perjanjian. Jadi suatu perjanjiarusiah mempunyai objek

tertentu. Bebebrapa persyaratan ditentukan dalaril iRdrdata terhadap

obyek tertentu dari suatu perjanjian, khususnya gikyek kontrak tersebut

berupa barang sebagai berikut :

a. Benda yang merupakan obyek kontrak tersebusladriarang yang
dapat diperdagangkan (Pasal 1332).

b. Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tetselmgdah dapat
ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat (1)).

c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentd, sega jumlah tersebut
kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 13a3 (2)).

d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru a#tandikemudian
hari (Pasal 1334 Ayat (1)).

e. Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap lwargeng masih ada
dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ajat (

Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat terakhik wahnya perjanjian.

Menurut KUH Perdata Pasal 1335 disebutkan bahwattisperjanjian tanpa

sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sehglpglsu atau terlarang,

tidak mempunyai kekuatan”. Pengertian sebab yargl In@aenurut Pasal

1337 KUH Perdata, adalah :
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a. Sebab yang tidak terlarang atau bertentangagadamdang — undang

b. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan.

c. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperg yensebut dalam Pasal
1320 KUH Perdata dimana jika tidak dipenuhinya gyarat pertama yaitu syarat
sepakat antar kedua belah pihak dan kecakapanhkaakibat perjanjian dapat
dibatalkan.

Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalahkpyaag tidak cakap
atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak sdxedyvas. Jadi perjanjian yang
telah dibuat itu mengikat juga selama tidak diba@alatas permintaan pihak yang
berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikdaib suatu perjanjian
seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada diese suatu pihak yang
mentaatinya. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 Reéldata disebut syarat
subyektif karena mengenai orang — orangnya atayekunlga yang mengadakan
perjanjian.

Sedangkan jika tidak dipenuhinya salah satu daai l@arat terakhir dalam
Pasal 1320 yaitu syarat suatu hal tertentu danbsghag halal maka perjanjian
tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula Kigeernah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatajuahu para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkatusperikatan hukum adalah
gagal. Dua syarat terakhir ini disebut syarat obf/édarena berkaitan langsung

dengan obyek perjanjian.

2.1.4 Unsur-Unsur Perjanjian
Kalau suatu perjanjian diamati dan diurakan unsuunsur yang ada
didalamnya, maka unsur — unsur yang ada di sanatddfa kelompok —
kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai betkut
a) UnsurEssensialia
Essensialiaadalah unsur perjanjian yang selalu harus ada @indauatu

perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya utesgebut perjanjian tidak

' J.Satrio,199ukum Perjanjian,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,Hal.57
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mungkin ada. Contohnya : “Sebab yang halal” merapaknsur essensialia
untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-belrga dan barang yang
disepakati kedua belah pihak harus.ada

b) UnsurNaturalia
Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang — undhatyr tetapi
oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.sibi unsur tersebut oleh
Undang - wundang diatur dengan hukum yang mengandmbah
(regeland/aanvullend recht). Contohnya : kewajibgenjual untuk
menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 ) dan umémkamin/vrijwaren
(Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatarakezlah pihak.

¢) UnsurAccidentalia
Accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pmhak,
Undang— undang sendiri tidak mengatur tentangdraébut. Contoh : didalam

perjanjian jual-beli benda — benda pelengkap tastbisa dikecualikan.

2.1.5 Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian obligator ialah sebagakbetf
a). Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjianatebgban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjadjiayana pihak yang satu
memberikan suatu keuntungan kepada yang lain t@@orima suatu manfaat
bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHP&jla

Perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian mhmsalah satu pihak
memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain demganerima suatu
manfaat bagi dirinya sendiri.

b). Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimaargydn terdapat kewajiban
pada salah satu pihak saja.

Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yangmberi kewajiban dan hak
kepada kedua belah pihak.

c). Perjanjian konsensuil, formal dan, riil

' http://carmelcurhatmodeon.blogspot.com/2010/04/m#perjanjian.htmi

Universitas Indonesia
Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012



18

Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap aphbila ada kata sepakat
antara kedua belah pihak yang mengadakan perjasjisgbut.

Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dik&n dengan suatu bentuk
teryentu, yaitu dengan cara tertulis.

Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana gseldiperlukan adanya kata
sepakat, harus diserahkan.

d). Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dimandakly Undang telah
mengaturnya dengan kententuan-ketentuan khusus daldm Bab V sampai
bab Xl KUHPerdata ditambah titel VIIA.

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang ktidigatur secara khusus.
Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengamdogrbagai perjanjian

yang sulit dikualifikasikan.

2.1.6 Saat Lahirnya Perjanjian

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempuarjigienting bagi*’/
a) kesempatan penarikan kembali penawaran;
b) penentuan resiko;
c) saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
d) menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHRard&kenal adanya
asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa penj&ontrak lahir pada saat
terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pemirgrak terhadap obyek
yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yargudidalam BW bersifat
konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakabh pertemuan
kehendak atau persesuaian kehendak antara pakadpilalam kontrak. Seorang
dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakataiffogstemming), jika ia
memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam sDd&adrulzaman

melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataaendaek yang disetujui

' http://carmelcurhatmodeon.blogspot.com/2010/04/mdperjanjian.htmi
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(overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pih8ernyataan pihak yang
menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyag@hak yang menerima
penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). éaeénpuan kehendak dari pihak
yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptdah yang disebut
sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kofpexianjian

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk makantsaat lahirnya

kontrak yaitu:
a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir padatsstas suatu penawaran telah
ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kataKamtrak itu ada pada saat

pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptafalah saat lahirnya
kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagaikpatdanggal lahirnya

kontrak.

c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah padat jawaban akseptasi
diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah padat diterimanya jawaban,
tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau didmartidak dibuka. Yang
pokok adalah saat surat tersebut sampai pada akrmpaherima surat itulah

yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
2.1.7 Pelaksanaan Perjanjian

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdataumpakan ukuran
objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, i pelaksanaan perjanjian

harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesmusSalah satunya untuk
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memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksana@anjgmjian ialah pemenuhan
hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oletakipihak supaya perjanjian itu
mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyekultan mengikat dan
memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sahgika¢ pihak-pihak,

perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dilka@alsecara sepihak saja.

2.1.8 Berakhirnya Suatu Perjanjian
Berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata, perjanjian beratau hapusnya
perjanjian:
a). karena pembayaran;
b). karena penawaran pembayaran tunai, diikuti @engenyimpanan dan
penitipan;
c). karena pembaharuan utang;
d). karena perjumpaan utang atau kompensasi;
e). karena percampuran utang;
f). karena pembebasan utang;
g). karena musnahnya barang yang terutang;
h). karena kebatalan atau pembatalan;
i). karena berlakunya suatu syarat batal;

j). karena lewatnya waktu.

2.2 E-COMMERCE

2.2.1 Pengertian E-Commerce

E-Commerce adalah transaksi dagang antara pergaghd pembeli untuk
menyediakan barang dan jasa atau mengambil alih Kaktrak ini dilakukan
melalui media elektronik (digital medium) tanpa &ditan secara fisik dari para
pihak. Media ini terdapat di dalam jaringan umunmgin system terbuka, yaitu
internet ataVorld Wide WebTransaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah

dan syarat nasionf.

'® Mariam Darus badrul Zaman, Sutan Remi Syahdeniy Gapratomo, Faturachman Djamila
Dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum PerikatarCi#ra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
hal.283
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Jadi ada 6 komponen dalam kontrak dagang elektrgmiku ada kontrak
dagang, kontrak itu dilaksanakan dengan elektrokéhadiran fisik dari para
pihak tidak diperlukan, kontrak itu terjadi dalararipgan publik, sistemnya
terbuka yaitu dengan internet atau www dan konttakterlepas dari batas
yuridiksi nasional.

Bagi banyak kalangae-commercenerupakan suatu terminologi baru yang
belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggdmwae-commerceni
sama dengan aktivitas jual beli alat — alat elekkoOleh karena itu dalam bab
ini penulis akan mencoba menjelaskan pengertiaredesmmerceéersebut.

Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi mencoba mengakain e-
commerce sebagai suatu cakupan yang luas mengek@ldgi, proses dan
praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpaggunakan kertas sebagai
sarana mekanisme transaksi . Hal ini bisa dilakudemgan berbagai cara seperti
melaluie-mailatau bisa melalui Worlwibe Web*

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno uvb® dan Aang arif
wahyudi

“E-commerce is a dynamic set of technologies, appibns, and business

process that link enterprieses, consumer and cortiaarthrough electronic

transactions and the electronic exchange of goodsrvices and
information”.

E-commercemerupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi pesses
bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumenkdamnitas tertentu
melalui transaksi elektronik dan perdagangan bargsg, dan informasi yang
dilakukan secara elektronfR.

Assosiation for Electronic Commersecara sederhana mendefinisikan e-
commerce sebagai mekanisme bisnis secara elekt@ummerceNet, sebuah
konsorsium industri memberikan definisi lengkap tyapenggunaan jaringan
komputer sebagai sarana penciptaan relasi bismiak Tpuas dengan definisi

tersebut CommerceNet menambahkan bahwa di dalaameierce terjadi proses

¥ Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi,200Mengenal e-Commercé@akarta,Elex Media
Komputindo,Hal.1-2

2% |bid,hal.2
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pembelian dan penjualan jasa atau produk antardelah pihak melalui internet
atau pertukaran dan distribusi informasi antar diak dalam satu perusahaan
dengan menggunakan internet. Sementara itu Amimbiatdalam bukunyalet
Ready : Strategies for Success in the e-Conssuara lebih terperinci lagi
mendefinisikane- commercesebagai suatu mekanisme bisnis secara elektronis
yang memfokuskan diri pada transaksi bisnisberbasidividu dengan
menggunakan internet sebagai medium pertukaramdpaatau jasa baik antara
dua institusiBusiness to businessjaupun antar institusi dan konsumen langsung
(Business to Consumet).

Menurut ECEG-AustraligElectronic Commerce Expert Group) “Electronic
Commerce is a board concept that covers any comaldransaction that is
effected via electronic means and would includéhsmeans as facsimile, telex,
EDI, internet and telephone’®*Berdasarkan pengertian dari ECEG-Austragia,
commercemeliputi transaksi perdagangan melalui media elgktr Dalam arti
kata tidak hanya media internet yang dimaksud,piejiaga meliputi semua
transaksi perdagangan melalui media elektronikni@nseperti faxsimile, telex,
EDI dan telephone.

Julian Ding dalam bukunyB-Commerce : Law and Office mendefinisikan
e- commercaebagai berikut‘: Electronic commerce or e-commerce as it is also
known is a commercial transaction between a verahal purchase or parties in
similar contractual relationship for the supply @bods, services or acquisition of
“right”. This commercial transaction is executed @ntered into electronic
medium )or digital medium) where the physical pneseof parties is not required
and medium exist in a public network or system @sosed to private network
(closed system). The public netwirk system mustettmred on open system (e.g
the internet or world wibe web). The transactiomdoded regardless of nation
boundaries or local requairmemt®. Dalam pengertian ini e-commerce

merupakan suatu transaksi komersial yang dilakw@ar penjual dan pembeli

2 Sebagaimana dikutip oleh Richardus Eko IndrajitIZB@Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di
Dunia Maya, Jakarta,PT.Elex Media Komputindo,Hal.3

2www.law.gov.au/aghome/advisory/eceg/single.htm.

2 Julian Ding,199%-Commerce:Law and OfficéMalaysia,Sweet and Maxwell Asia,Hal.25
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atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjiaig gama untuk mengirimkan
sejumlah barang, pelayanan atau peralihan haksakankomersial ini terdapat
di dalam media elektronik (media digital) yang sachsik tidak memerlukan
pertemuan para pihak yang bertransaksi dan kelksradadia ini di dalamublic
networkatau sistem yang berlawanan dengawmate networksistem tertutup).

Lain halnya dengan kosiur, mengungkapkasecommerceoukan hanya
sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa meta&dium internet tetapi
lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cacara perusahaan dalam
melakukan aktivitas usahanya sehari — ffari.

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipeekam oleh berbagai
kalangan, terdapat kesamaan dari masing — masiingsieéersebut. Kesamaan
tersebut memperlihatkan bahveacommercemempunyai karakteristik sebagai
berikut :

1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;

2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;

3. Internet merupakan medium utama dalam proses atgkanisme
perdagangan tersebut.

Dari karakteristik tersebut terlihat jelas bahwalgpaasarnya-commerce
merupakan dampak dari perkembangan teknologi irdsrrdan telekomunikasi,
dan secara signifikan mengubah cara manusia melakukteraksi dengan
lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengakanésme dagang.

2.2.2 Cara Bertansaksi Dalam E-Commerce

Transaksi jual beli melalue-commerce biasanya akan didahului oleh
penawaranjual, penawaran beli dan penerimaan jual atau peaan beli.
Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secarine, misalnya melalui website
situs di internet atau melalpostingdi mailing list dan newsgroupatau melalui
undangan untuk pastomemelalui modebusiness to busine$s

Transaksionline dalam e-commercanenurut Cavanilas dan Nadal dalam

* David Kosiur,1997Anderstanding Electronic Commergé&/ashington,Microsoft Press,Hal.24

» Nindyo PramonoRevolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commercarde-
business:Bagaimana Solusi Hukumnya¥imbar Hukum, No.39/X/2001,Hal.16
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Research Paper on Contract Lawseperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad,
memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

a.Transaksi melaluthattingdanvideo conference

b.Transaksi melaluemail

c. Transaksi melaluivebatau situ$’

Transaksi melaluchatting atauvideo conferencadalah seseorang dalam
menawarkan sesuatu dengan model dialog interaksiflui internet, seperti
melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulissedangvideo converence
dilakukan melalui media elektronik, dimana orangatanelihat langsung gambar
dan mendengar suara pihak lain yang melakukan maaavwiengan mengunakan
alat ini. Transaksi dengan menggunakan email dapat dilakdkagan mudah.
Dalam hal ini kedua belah pihak harus sudah menalikail addresSelanjutnya,
sebelum melakukan transaksilstomersudah mengetahue-mail yang akan
ditujudan jenis barang serta jumlah yang akan dikeimudian customer menulis
nama produk dan jumlah produk, alamat pengirimanm uetode pembayaran
yang digunakanCustome selanjutnya akan menerima konfirmasi dagrchant
mengenai order barang yang dipe$an.

Model transaksi melaluweb atau situs yaitu dengan cara imerchant
menyediakan daftar atau katalog barang yang diyaalg disertai dengan
deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjuatiaPaodel transaksi ini dikenal
istilah order form dan shopping cart. Untuk lebahag dipaparkan kedua model

tersebut sebagai berikut:

a) Order Form
Berbelanja dengan mengunakan oredr form merupakah satu cara
berbelanja yang paling sering digunakan dakstommerce Dengan cara ini

merchantmenyediakan daftar atau katalog bardpgpduct table)yang dijual.

% M.Sanusi ArsyadTransaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (e-Commestadi Tentang
Permasalahan — Permasalahan Hukum dan Solu&ingais Magister,Yogyakarta:Universitas Islam
Indonesia,2000,Hal.53

77im Litbang Wahana Komputer,20@&ha dan Bagaimana e-Comme|Cetakan
Pertama,Yogyakarta,Andi,Hal.63

Universitas Indonesia
Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012



25

Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk gigung tidak divisualisasikan

dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk gsslproduk. Dalam sebuah

halamarorder form sesi penawaran produk terbagi menjadi empat bagstu :

a. Check bowyang dibuat untuk memberi kesempatan kepada custamigk
memiliki produk yang ditawarkan dengan mengklikééotersebut sehingga
bertandacheck

b. Penjelasan produk yang ditawarkan

c. Kuantitas barang yang dipesan

d. Harga untuk tiap — tiap produk

Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayardenis — jenis
pembayaran yang ditawarkan berbeda — beda seswgamelayanan yang
disediakan olelmerchant seperti dengaanredit card transfer lewat banicheck
dan lain — lain. Pada saat pengisieomm, customerdiminta untuk mengisi
formulir yang berisi informasi kontak untutustomer(sering disebutContact
Information Tablg Bila pembayaran menggunakaredit card makaform akan
diisi dengan mengisi jenis atau tipeedit card nomor credit card tanggal
kadaluarsdexpired datg serta informasi pemegang ka(tard holder).

Setelah pengisiarorder form dilakukan selanjutnya disediakan tombol
untuk konfirmasiorder, biasanya digunakan tombstbmitdan tomboreset Jika
diklik tombol reset,proses akan mereset semua pilihan dan informagj §glah
dimasukkan oletcustomerdan dapat diulang dari awal. Akan tetapi jika yang
ditekan adalah tomba@ubmitmaka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan
dan pengecekaorder. Padabagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL
(Secure Sockets Layeuntuk melindungi dari tindakan penipuan. Selanjatny
jika informasi yang dikirimkan olelsustomertelah memenuhi persyaratan atau
dinyatakanvalid maka merchantakan mengirimkan berita konfirmasi kepada

customedalam bentule-mail?®

b)  Shopping Cart

%% |bid,Hal.59-61
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Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar yamaldentunya
membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan kdrel@nja yang akan dibeli.
Selama belum membayar dikasir, ia bisa membataglkanbelian barang tersebut
atau menukarnya dengan yang lain. Demikian pulayadengan berbelanja
melaluie-commerceDalame-commerceintuk memilih barang yang akan dibeli,
ada semacam formulir yang dinamaksimopping cartyang berfungsi seperti
kereta belanja’ Shopping carimerupakan sebuasoft waredi dalamweb yang
mengijinkan seorangustomeruntuk melihat toko yang dibuka dan kemudian
memilih item — itemmya untuk “diletakkan dalam kereta belanja” yangikdian
membelinya saat melakukasheck out Soft ware ini akan melakukan
penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiribeaang (jika ada), kuantitas
barang dan harga total barang yang dibutuhkan udtomlasukkan ke dalam
shopping cartdan masih bisa membatalkan sebelum mengadakaraksarfs
Setelah semua barang yang dibeli dimasukkan kendgl@pping cartkemudian
dilakukancheck out Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksigyderupa
data identitas pembeli dan jenis pembayaran yaggndkan. Setelah semua
ketentuan terpenuhmerchantsegera mengirimkan barang yang dipesan kepada
customer.

Menurut Onno w.Purbo dan Aang Arif wahyudi ada litahapan dalam
melakukan transaks-commercekelima tahapan itu adaldh:

1) Findit

Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan @ast mudah jenis

barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metodg gapat dilakukan

yaitu dengan metode search dan browse. Denganhseaembeli bisa

mendapatkan tipe — tipe barang yang diinginkan dernya memasukkan
keywords (kata kunci) barang yang diinginkan padtak search.Sedang
browse, menyediakan menu — menu yang terdiri @&ais |- jenis barang

yang disediakan.

2 Rijanto Tosin, 200@ara Mudah Belajar e-Commerce di Interngakarta,Dinastindo,Hal.15
** Tim Litbang Wahan®p.Cit, Hal 61-63

* Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyu®ip.CitHal.143
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Explore it

Setelah memilih jenis barang tertentu yang diingmkmaka akan dijumpai
keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipdihantara lain terdiri
dari informasi penting tentang produk tersebut €siepharga dan gambar
barang tersebut), nilai rating barang itu yang ahf@ dari poll otomatis
tentang barang itu yang diisi oleh para pembeleksbnya (apakah barang
tersebut baik, cukup baik atau bahkan mengecewagpasifikasi (product
reviuw) tentang barang tersebut, dan menu prodytkroduk lain yang
berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihatbertssudah cocok, maka
siap untuk melakukan transakadd an item to your shopping cart).

Select it

Seperti halnya toko yang sebenarnghopping cartakan menyimpan
terlebin dahulu barang yang diinginkan sampai peldeck out Dalam
shopping cart dapat melakukan antara lain memrostsk check outdan
menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk kegenanti.

Buy it

Setelah semua yang diatas dilakukan, selanjutnigkutian prosesheck
out Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi peathaysetelah terlebih
dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oletercham. Pihak
merchanttidak akan menarik pembayaran pactadit card sampai kita
sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengirima

Ship it

Setelah proses transaksi selesai, prhakchantakan mengirimkan e-mail
konfirmasi pembelian dan e-mail lain yang akan memtdhukan
pengiriman barang telah dilakukan. Todwoline juga menyediakaaccount
untuk para pelanggan mereka seperti halnya kekiaa enemasukmailbox
pada layanan fasilitas-mail gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui

statusorder padaaccountyang telah tersedia di situs tersebut.

2.2.3 Para Pihak Yang Bertransaksi Dalam E-Commerce

Transaksie- commercemelibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secar

langsung maupun tidak langsung, tergantung komipéekstransaksi yang
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dilakukan. Artinya apakah semua proses transakskukan secara online atau

hanya beberapa tahap saja yang dilakukan seoéiree Apabila seluruh transaksi

dilakukan secaranling mulai dari proses terjadinya transaksi sampaigden

pembayaran.

pihak — pihak yang terlibat dalam transaksiommercéerdiri dari®?

1)

2)

3)

Penjual (merchant) yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan
produknya melalui internet. Untuk menjadierchant maka seseorang
harus mendaftarkan diri sebagai merchartountpada sebuah bank,
tentunya ini dimaksudkan agarerchantdapat menerima pembayaran
dari customerdalam bentukredit card

Konsumemard holder yaitu orang — orang yang ingin memperoleh
produk (barang/jasa) melalui pembelian secara enkionsumen yang
akan berbelanja di internet dapat berstatus pegaraatau perusahaan.
Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yangu pe
diperhatikan dalam transak&-commerceadalah bagaimana sistem
pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran kiakdengan
mempergunakancredit card (kartu kredit) atau dimungkinkan
pembayaran dilakukan secaraanual/cash Hal ini penting untuk
diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang dabelanja di
internet adalah pemegang kartu kreditd holder Pemegang kartu
kredit (card Holder) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu
kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkamjapjian yang
dibuat.
Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjaalpenerbit)
dan perantara pembayaran (antara pemegang darbpenerantara
penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihgad&epenerbit
berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang ikdibewleh
penjualbarang/jasa. Pihak perantara pembayaraargapemegang dan
penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu tkdédkukan oleh

pemilik kartu kredittard holder selanjutnya bank yang menerima

32
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pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaraelat kepada
penerbit kartu kreditissuer).

4) Issueryaitu perusahaarredit cardyang menerbitkan kartu. Di
Indonesia ada beberapa lembaga g@gimkan untuk menerbitkan kartu
kredit, yaitu :

a. Bank dan lembaga keuangan bukahk.tridak semua bank dapat
menerbitkasredit card hanya bank yang telah memperoleh ijin dari

Card International dapat menerbitkagredit card seperti Master dan

Visa card.

b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinngx lralonesia
International yang membuat perjanjian dengamigahaan yang ada
di luar negeri.

c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusialgiaknyang ada di
luar negeri, yaitdmerican Express

5) Certification Authoritiegaitu pihak ketiga yang netral yang memegang

hak untuk mengeluarkan sertifikapa®a merchant, kepada issuer dan
dalam beberapa hal diberikan kepzald holder.

Apabila transakse-commercéidak sepenuhnya dilakukan secardine dengan
kata lain hanya proses transaksinya saja yangeors@mentara Oembayeran tetap
dilakukan secara manuedish maka pihakacquirer,issuerdan certification
atthority tidak terliubat di dalamnya. Disampéng pihak — kilbarsabut diatas,
pihak lain yang keterlibatannya tidak smcara langsudalam transaksi

ccommercecccommerce yaitucommergatu jasa pengibiman (ekspedisi).

2.2.4 Jenis Transaksi E-Commerce

Sebagai suatu jaringan publ{kublik network),internet memungkinkan untuk
diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalar@gnngga dengan demikian
commerceyang beraktivitas menggunakan media inuerneu @jpatddilakukan
oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Jeragsis- transakse-commErce

menjadi tiga jenis, yaitt:

33 Panggih P.Dwi Atmojo,200Rternet Untuk Bisnisl,Jogjakarta,Dirkomnet Training,Hal.6
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1). Busines to Busines

Bisnis ke bisnis merupakan sistem kgmunik&siib gntar pelaku bisnis atau
dengan kata lahn transaksi secara elektronik ggarsahaan (dalam hal ini
pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin danmdakapasitas atau volume
produk yang besar. Aktivitascommercdalam ruang lingkup ini ditujukan
untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itudisenPebisnis yang
mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pjaak bergerak dalam
bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan diairdalam suatu perjanjian
untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainRijeak — pihak yang
mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Inte8etice Provider(ISP)
dengan website atau keybase (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah
pengusaha yang menawarkan akses kepada interneandkan internet
merupakan suatu jalan bagi komputer — komputer kunttengadakan

komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi na&arpjalan yang dilalui.

Adapun karakteristik yang umum akan segmetiasis ke bisnis antara laffi:

a. Trading partnersyang sudah saling mengetahui dan antara merekd suda
terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.uRaran informasi
berlangsung diantara mereka dan karena sudah samgagenal, maka
pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutulaankepercayaan;

b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang -gudan berkala format data
yang telah disepakati. Jadervice yang digunakan antara kedua sistem
tersebut sama dan menggunakan standar yang saaa pul

c. Salah satu pelaku tidak harus menunggartners mereka untuk
mengirimkan data;

d. Model umum yang dilakukan adalagieer to peerdimana processing

intelegencalapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2) Business to Consumer

** Onno W.Purbo dan Aang Arief Wahyudp.CitHal.57
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Business to consumelalam e-commercemerupakan suatu transaksi bisnis
secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dhakpkonsumen untuk
memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada s#ettét. Dalam transaksi
bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai pr&dbarang dan jasa baik
dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektratau digital yang
telah siap untuk dikonsumsi.

Adapun karakteristik dag-commercgenis ini adalah®

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebadeaara umum pula;

b. Serviceyang diberikan bersifat umum sehingga mekanismatddigunakan
oleh banyak orang, sebagai contoh karena sistei telah umum di
kalangan masyarakat maka sistem yang digunakamsigtbpula,;

c. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Koesu
berinisiatif sedangkan produsen harus siap meredpdmdap inisiatif
konsumen tersebut;

d. Sering dilakukan pendekatahent-serverdi mana konsumen di pihaiient
menggunakan sistem yang minim@erbasis web)Yan penyedia barang

ataujasa(business prosedurégerada pada pihaerver.

Consumer to Consumer

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisrkr@hek yang dilakukan

antarkonsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertdan pada saat
tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumesifatinya lebih khusus
karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsuya&g memerlukan
transaksi. Intrernet telah dijadikan sebagai sarakar menukar informasi
tentang produk baik mengenai harga, kualitas ddaypeannya. Selain itu
antarcustomerjuga dapat membentuk komunitas pengguna/penggermmaukp

tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonguothik dapat tersebar

luas melalui komunitas — komunirtas tersebut. heertelah menjadikan

> Jay MS,2000,Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Indusfnyakalah disampaikan
pada seminar sehari aplikasi internet di era miilierketiga,Jakarta,Hal.7
*® Onno W.Purbo dan Aang Wahyudp.CitHal.5
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customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggih@dap perusahaan dengan

demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadh bebk.

4) Customer To Business
Adalah transaksi yang memungkinkan individu menjumrang pada

perusahaan, contohnya priceline.com.

5) Customer To Government
Adalah transaksi dimana individu dapat melakukamgaksi dengan pihak

pemerintah, seperti membayar pajak.

2.2.5 Bentuk Perjanjian E-Commerce

Bentuk suatu perjanjian adalah bebas dapat betbésrtiulis atau tidak. Dengan
bentuk tertulis pembuktiannya lebih mudah dari padiak tertulis. Dengan asas
bentuk bebas ini, maka dapat diterima oleh hukurjapgan, bentuk elektronik,

internet, e-mail, fax, dan lain-lain.

Lazimnya format kontrak yang dipergunakan di linggan masyarakat elektronik
adalah kontrak baku yang biasa dinamakan takeléawe it contract. Di Belanda
standar kontrak baku diatur. Di Indonesia hal ielum diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

2.2.6 Alat Bukti Serta Jenis Bukti Elektronik
Adapun alat-alat bukti dapat mengacu kepada P&&i Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu bukti tulisan, saksi, persaagkaengakuan, dan sumpah
dimuka hakim. Sementara untuk persyaratan legalitassaksi e-commerce

tersebut mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-dndakum Perdata yaitu

kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membyanjsen, suatu hal tertentu,

dan sebab yang halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengaktat sygang bertanda

tangan, karena diperlukan sebagai pembuktian dardapan. Surat sebagai alat
bukti tertentu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu

a. Akta bawah tangan

Universitas Indonesia
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Dimana penandatanganan atas surat atau akta terdgddwkan tidak di
depan pejabat umum atau tidak ditandatangani odgdbat umum, sebagai
mana dijelaskan dalam KUHPer Pasal 1874, dan jepagan pada Pasal
1869.

b. Akta Otentik

Dimana penandatanganan surat atau akta tersebitikliin di depan pejabat
umum atau ditandatangani langsung oleh pejabat ynsesuai Pasal 1868
KUHPer. Akta Otentik memiliki kekuatan hukum yanglipg utama di depan

hakim.

Bukti elektronik terdiri dari 3 macam:

a). Real Evidence

Bukti elektronik yang dimaksud disini adalah haskaman langsung dari suatu
aktifasi elektronik, hasil penghitungan atau amalideh suatu system komputer
yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perahglket yang digunakan untuk
pemrosesan data atau informasi, rekaman data ldgsdauah server dalam
internet, atau juga dapat berbentuk salinan (réceigri suatu peralatan seperti
hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor.

b). Hearsay Evidence

Dimana dokumen atau rekaman yang merupakan hasipdmrosesan dengan
menggunakan komputer yang kesemuanya adalah sataansebuah informasi
diatas kertas. Pemrosesan data komputer tersettak therlangsung secara
otomatis melainkan dilakukan oleh manusia. Penggubakti elektronik tersebut

didalam pengadilan nantinya harus diperkuat olahkalkti dan bukti lainnya.

c). Derived Evidence

Kombinasi antara keduanya, penggunaan data ataan pelektronik sebagai

barang bukti di pengadilan dicari ada tidaknyasiatungan antara keduanya.

2.2.7 Sistem Keamanan Bentuk Perwujudan Perlindunga

Konsumen Dalam Melakukan Transaksi E-Commerce

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara besaksi dan membuka

peluang- peluang baru dalam melakukan transaksiisbi?Namun, teknologi
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informasi tersebut juga sekaligus menciptakan pgtzeluang baru bagi tindak
kejahatan. Konsekuensinyaglectronic information memerlukan adanya
perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yadagutian oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengaks&smasi tersebut.
Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangaggi apabila
menyangkuelectronic informatioryang sangat rahasia.
Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai mermgadnatian serius para
peneliti dan praktisi teknologi informasi sejakemitukannya teknologi jaringan
komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang inalad karena adanya
fenomena pengiriman data melalui media transmesiafgl laut, dan udara) yang
mudah “dicuri” oleh mereka yang tidak berhak. Dateentah dari sebuah
komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada daga rawan terhadap
“intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan sustrategi khusus agar terjadi,
paling tidak ada dua h&t:
1) Data yang dikirimkan tidak secara “fisik” diarhbleh pihak lain yang tidak
berhak; atau
2) Data yang dikirimkan dapat “diambil secara fisiknamun yang
bersangkutan tidak dapat membacanya.
Information securitymerupakan bagian yang sangat penting dan sisgtem
commerceTingkat keamananinformasi yang dapat diterimdatiame-commerce
mutlak dibutuhkan. Di era internet, semua kebutukdan keinginan sedapat
mungkin diterima dengan cepat, mudah dan aman kUntiah peranan teknologi
keamanan informasi benar-benar dibutuh¥an.
Sistem keamanan informasi memiliki empat macamatujyang sangat mendasar,
yaitu:*°
1) Confidentiality Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebutakd
dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh ofaimgyang tidak berhak.
Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhikegkat kerahasiaan
yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses olahgerorang tertentu saja

¥ Sutan Remy SjadeifiHukum Siber Sistem Pengamanan e-commetcgalam Mariam Darus
Badrulzaman dkk,200Kpmpilasi Hukum Perikatgnet.1,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,Hal.310
* Ricardus Eko Indraji©p.CitHal.83

** Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyu®ip.CitHal.17

“ Ibid,hal.18-19
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(orang-orang yang berhak).

2) Integrity Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai deaghknya,
sehingga upaya orang- orang yang tidak bertanggwady untuk
melakukan penduplikatan dan perusakan data bigaddith.

3) Availability Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengaksesniado
dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah umhémastikan bahwa
orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untekgakses informasi
yang memang menjadi haknya.

4) Legitimate useMenjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan
(informasi tidak diakses) oleh orang-orang yangkKidertanggungjawab

(orang-orang yang tidak berhak).

2.2.8 Transaksi Elektronik Dengan Tanda Tangan Digal

Apabila kita menulis sebuah surat, biasanya kitaandatangani surat tersebut.
Kita melakukan itu dengan tujuan untuk menunjukkawa surat itu otentik,
surat itu memang buatan kita. Tanda tangan digigd bertujuan sama dengan
tanda tangan biasa, bedanya proses penandatangarpaga bersifat! digitai*
Tanda tangan digital menggunakan gabungan duaktékiptografi yaitu fungsi
hash satu arah dan kriptografi asimetris. Dokumen yakgnaditandatangani
pertama-tama dibuatkatigestnya, setelah ituligesttersebut dienkripsi dengan
teknik kriptografi asimetris menggunakan kunci ptivhasilnya adalah tanda
tangan digital. Dokumen asli dan tanda tangan aigiemudian dikirim secara
bersamaan.

Dokumen dan tanda tangan digital yang diterima, ugiam diverifikasi. Tanda
tangan digital yang diterima mula-mula didekripsenggunakan kunci publik
yang diasumsikan sebelumnya sudah dimiliki si pemeer Hasil dari dekripsi
tersebut adalatligest kita sebut saja D Migestyang diperoleh dari tanda tangan
digital). Langkah selanjutnya adalah membdaest dari dokumen yang kita
terima, hasilnya kita sebut saja D@igest yang diperoleh dari dokumen).
Langkah terakhir kita bandingkan D 1 dan D2, kegadmarus sama. Jika

* David Kosiur,Op,Cit,Hal.73

Universitas Indonesia
Legalitas kontrak..., Puspa Maharani, FHUI,2012



36

Jika keduanya sama, berarti:*!

1) Dokumen yang diterima terbukti otentik. Jika tanda tangan digital yang
diterima bias didekripsi dengan kunci publik pengirim, pasti sebelumnya
telah dienkripsi menggunakan kunci privat pengirim dan kunci privat
tersebut hanya dimiliki oleh si pengirim.

2) Dokumen yang diterima terbukti isinya tidak diubah di tengah jalan pada
waktu dikirimkan. Jika dokumen tersebut diubah di tengah jalan, D 1 dan
D2 tidak akan sama. Salah satu fungsi dari tanda tangan digital adalah
memungkinkan penerima informasi untuk menguji terlebih dahulu keaslian
informasi yang didapat dan juga untuk meyakinkan bahwa data yang
diterimanya itu dalam keadaan utuh.

2.2.9 Pengaturan Hukum Dalam Melakukan Transaksi E-

Commerce

Hukum di Indonesia mengenai transaksi ecommerce merujuk pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
menerangkan bahwa Teknologi Infornatika mengubah perilaku masyarakat
maupun peradaban manusia secara global dalam perkembangan teknologi
informatika menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan ekonomi, social dan budaya secara signifikan.

Teknologi informatika dan dunia hukum sudah sejak lama memperluas
penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak
terwujud. Kegiatan cyber tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu negara, aksesnya
dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia mana pun, kerugian dapat
terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah
berhubungan sekalipun.

Teknologi informatika dan persoalannya yang lebih luas terjadi untuk
masalah keperdataan karena transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari
perniagaan  nasional/internasional lain kenyataan menunjukkan bahwa
konvergensi telematika tak bisa dibendung seiring dengan ditemukannya

perkembangan baru di bidang teknologi informatika.

! Ricardus Eko Indrajit,Op, Cit,Hal.132
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Kegiatan cyber yang bersifat virtual dikategorikan sebagai tindakan dan
perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan virtual berdampak sangat nyata meskipun
alat buktinya bersifat elektronik. Subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum. Dalam e-commerce antara
lain dokenal adanya dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan
melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan dari
konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata. Perjanjian jaul beli
melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual
beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet
ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media
dan alat — alat elektronik.*?

Menurut Subekti Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam
mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas
suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang
terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.*?

Jual beli menurut H.F.A. Vollmar “Bahwa pihak yang satu, mengikat diri
kepada pihak lainnya, untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom
dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah
tertentu berwujud uang”.*

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Unsur — unsur pokok (essentiallia) perjanjian jual beli adalah barang dan

harga.*® Sesuai dengan asas Konsensualisme yang menjiwai perjanjian dalam

*2 Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw:Suatu Pengantar,cet.1, (Bandung: ELIPS, 2001), Hal.15.
b R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), Hal.1.

“HFA. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Inciding tot de studie van het Nederlands
burgerlijk recht), diterjemahkan oleh 1.S.Adiwimarta, (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 1995),
Hal.272

* Ibid,Hal.2
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KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya
“sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju dengan
barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli menurut Pasal 1458 berbunyi “Jual beli
dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya kata “sepakat” saja
tanpa harus membuat suatu tulisan, akta dan lain sebagainya, maka suatu
perjanjian telah lahir secara sah atau mengikat para pihak yang membuatnya dan
berlaku sebagai Undang — undang bagi mereka yang membuatnya.

Di dalam perjanjian jual beli terdapat kewajiban penjual dan pembeli,
adapun dalam Pasal 1474 KUH Perdata penjual memiliki tiga kewajiban pokok,
yaitu :

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli
hingga saat penyerahanya;

2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika
telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli;

3. Menanggung kebendaan yang dijual itu

Sedangkan kewajiban pembeli menurut Pasal 1513 KUH Perdata berbunyi
“Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di
tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”.

Jadi jika terjadi sengketa antara penjual (merchant) dan pembeli maka
dokumen—dokumen transaksi e-commerce yang tersimpan didalam database
penjual (merchant) maupun print out bukti transaksi yang dimiliki pembeli dapat
dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maupun proses hukum lainnya.

2.3 Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik (E-Commerces) Dari Aspek
Hukum Perdata
Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan, mengacu kepada:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik . Bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli,
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informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu
keadaan.

2. Pasal 1233 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut: “Perikatan, lahir
karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Berarti dengan pasal
ini perjanjian dalam bentuk apapun diperoleh dalam hukum perdata
Indonesia.

3. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan
pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang
sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk
serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat
perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.

2.3.1 Perjanjian Yang Digunakan Dalam E-Commerce

Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama
dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, yaitu perjanjian
jual beli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian
konvensional tersebut. Perjanjian jual beli merajuk kepada perjanjian bilamana
dianggap sah bila ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perjanjian
konsensuil, sehingga perjanjian atau kontrak elektronik yang terdapat dalam e-
commerce merupakan perjanjian konsensuil.

Akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan
perjanjian yang dibuat secara elektronik atau kontrak elektronik. Menurut
Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang,
dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs
internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku
usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini
konsumen).

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, “kontrak elektronik adalah perjanjian para
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pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, sedangkan di dalam Pasal 18 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik menyebutkan “Transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak
elektronik mengikat para pihak”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara
elektronik adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara
elektronik, dimana para pihak dalam melaksanakan perjanjian tidak memerlukan
tatap muka secara langsung. Menurut Johannes Gunawan, didalam kontrak
elektronik selain terkandung ciri — ciri kontrak baku juga terkandung ciri — ciri
kontrak elektronik sebagai berikut :

1) Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas

— batas negara melalui internet.

2)  Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap
muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.*

Sedangkan jenis kontrak elektronik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1)  E-contract yang memiliki obyek transaksi berupa barang dan atau jasa. Pada
e-contract jenis ini, internet merupakan mediom dimana para pihak
melakukan komunikasi dalam pembuatan kontrak. Namun akan diakhiri
dengan pengiriman atau penyerahan benda dan atau jasa yang menjadi
obyek kontrak secara fisik (physical delivery)

2) * E-contract yang memiliki obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa.
Pada e- contract jenis ini, internet merupakan medium untuk berkomunikasi
dalam bentuk pembuatan kontrak dan sekaligus sebagai medium untuk
mengirim atau menyerahkan informasi dan atau jasa yang menjadi obyek

kontrak (cyber delivery).”’

Salah satu bentuk dari transaksi elektronik yang menjadi perhatian adalah
perjanjian secara elektronik atau electronic contract. Perjanjian di era digital akan

menggunakan data digital sebagi pengganti kertas. Penggunaan data digital

“6 Ibid,Hal .46

7 Ibid,Hal.7.
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sebagai media dalam melakukan perjanjian akan memberikan efisiensi yang
sangat besar terutama bagi perusahaan — perusahaan yang menjalankan bisnisnya
di internet.

Di dalam perjanjian secara elektronik para pihak dalam melakukan
perjanjian tidak memerlukan tatap muka secara langsung, para pihak dalam
melaksanakan perjanjian tidak akan bertemu sebelum perjanjian atau bahkan tidak
akan pernah bertemu. Untuk mengatasi resiko perihal ketiadaan tatap muka
langsung ini, telah ada mekanisme pengesahan identitas. Teknologi yang dapat
diandalkan dalam mekanisme pengesahan identitas adalah teknologi

penandatanganan secara digital.

2.3.2 Saat Terjadinya Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang
sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi e-
commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan
dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu
penawaran dari pihak penjual lalu ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli.
Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan
antara pihak — pihak yang bersangkutan.

Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses
penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media
yang dipergunakan, pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah
internet.

Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, mengenai kapan terjadinya
kesepakatan terdapat beberapa teori, antara lain :*

1) Teori ucapan

Suatu perjanjian tercapai pada saat orang menerima tawaran dan menyetujui

tawaran tersebut.
2) Teori pengiriman

Perjanjian tercapai pada saat dikirimkannya surat jawaban mengenai

*® IbidHal 31
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penerimaan terhadap suatu penawaran.
3) Teori pengetahuan

Menurut teori ini, bahwa perjanjian tercapai setelah orang yé.ng

menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.
4)  Teori penerimaan

Menyatakan perjanjian tercapai saat diterimanya surat jawaban penerimaan

oleh orang yang menawarkan
Menurut Micke Komar Kantaatmadja mengenai kapan terjadinya kesepakatan
menganut teori penerimaan dimana suatu perjanjian telah lahir ketika pihak yang
melakukan penawaran menerima surat jawaban berupa penerimaan terhadap
penawaran tersebut.*’ ’

Dianutnya teori penerimaan sebagai penentuan kapan lahirnya suatu
perjanjian tidak menimbulkan banyak masalah dalam jual beli konvensional.
Akan tetapi untuk transaksi e- commerce teori penerimaan ini kurang dapat
diterima. Dalam transaksi ini para pihak tidak bertemu langsung sebagaimana
lazimnya jual beli secara konvensional, jadi apakah suatu penerimaan itu diterima
atau tidak oleh penjual menjadi tanda tanya oleh pembeli.

Dalam transaksi e-commerce diperlukan suatu keharusan konfirmasi dari
penjual kepada pembeli mengenai pembelian yang akan dilakukannya. Hal ini
- untuk memberikan kepastian mengenai kapan suatu kesepakatan terjadi dan untuk
menghindari tindak penipuan terhadap konsumen.

Merujuk kepada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan ini jelas mengatakan
bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat
para pihak. Suatu versi yang lebih terperinci tentang perjanjian elektronik dapat
dilihat dalam Article 11 Model Hukum UNCITRAL untuk e-commerce. Secara
teoritis Article 11 menyebutkan bahwa unsure-unsur dasar dari perjanjian
elektronik adalah adanya penawaran dan penerimaan yang dilaksanakan lewat
mengiriman data-data elektronik dari computer ke computer. Oleh karena itu,

pengiriman data-data elektronik yang pada akhirnya dapat membentuk perjanian

* SEMA RI Tanggal 5 September 1963 Tentang Gagasan Menganggap BW tidak sebagai Undang —
undang dalam Az.Nasution,1999,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Jakarta,Daya
Widya,Hal.38
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elektronik, memiliki daya validitas dan keberlakuan hukum sebagai perjanjian
yang sah dan mengikat para pihak.*’

Bahwasannya, perjanjian online terbentuk lewat proses komunikasi
elektronik yang berlangsung antara pengirim (originator) denan penerima
(addressee) pesan elektronik. Untuk memastikan bahwa pesak elektronik yang
dikirim oleh pengirim diterima penerima, penerima harus merespon dengan
mengirim pesan balasan (acknowledgement kepada pengirim untuk
memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik).
Pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim
tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh
penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan
elektronik (data message) masuk ke dalam sistem informasi ang pada dasarnya di
luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan (originator). Sementara itu, waktu
penerimaan pesan elektronik (data messages) adalah ketika pesan tersebut masuk
ke dalam sistem informasi penerima.

Tentu saja isi pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim (originator)
kepada penerima (addressee) dapat berupa suatu penawaran (offer). Sehingga,
perjanjian elektronik lahir pada detik diterimanya (acceptance) penawaran (offer).
Tidak diragukan lagi bahwa akibat penerimaan suatu penawaran, dapat
diasumsikan bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan proses tawar
menawar. Akibatnya diterimanya suatu penawaran, ini berarti bahwa kedua belah
pihak sudan mencapai kesepakatan yang melahirkan perjanjian online.”’

Demikianlah, dalam transaksi elektronik perjanjian mengikat para pihak,
jika pihak yang menerima penawaran mengirim pesan balasan yéng intinya
menegaskan bahwa ia menerima penawaran. Pesan balasan ini adalah bukti bahwa
di antara para pihak yang member tawaran dengan pihak yang menerima

penawaran sudah terjadi kesepakatan. Terhitung dari detik diterimanya pesan

*® Imam Sjahputra, Perlindungan Kondumen Dalam Transaksi Elektronik, (Bandung: PT Alumni,
2010), hal 68.

3! Tbid hal.113-115.
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balasan oleh pihak yang member tawaran, maka sejak saat itu perjanjian online
lahir dan mengikat para pihak.>>
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, diterangkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang
berbunyi: )
(1). Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi
pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan
disetujui penerima.
(2). Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan

secara elektronik.

Keabsahan Perjanjian Melalui Internet
Berbicara tentang keabsahan suatu transaksi, karena tidak diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, maka syarat sah perjanjian mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya
suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan

2.Adanya kecakapan

3.Adanya suatu hal tertentu

4. Adanya suatu sebab yang halal

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam
transaksi, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang
digunakan dalam bertransaksi. Sayangnya kontrak yang terjadi akibat suatu
transaksi komersial elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal tersebut, terutama
karena kesulitan menentukan kecakapan para pihak dan belum adanya peraturan
mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik. Biasanya
transaksi elektronik dilakukan oleh masyrakat kepada orang-orang yang sudah

52 Ibid.hal 116
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mereka anggap percaya, maka masyarakat menganggap bahwa kontrak yang
terjadi adalah sah.

Berkenaan dengan format dan keabsahan kontrak, menurut Bab III
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce menyatakan bahwa:

“In the context od contract formation, unless otherwise agreed by the

parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means

of data messages. Where a data message is used in the formation of a

contract, that contact shall not denied validity of enforceability on the sole

ground that a data message was used for that purpose or the store by
electronic, optical or similar means, including electronic mail.”

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu penawaran dan penerimaan dapat
dinyatakan dalam bentuk data message dan jika data tersebut digunakan sebagai
format kontrak maka kontrak tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
Mengacu pada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce yang
menyatakan bahwa segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik
dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi
Elektronik pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat
para pihak tersebut tidak berlaku untuk:

- pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat.

- Pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan

putusnya perkawinan

- Surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam

bentuk tertulis

- Perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak

- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan

- Dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang

berwenang.
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Untuk khusus perdagangan elektronik, ternyata ada pembagian menjadi
sistem perdagangan elektronik yang online dan off-line yakni :

1. Dengan sistem pembayaran elektronik yang on-line, setiap dilakukan
keabsahan pedagang dapat melakukan yang dipergunakan konsumen sebelum
konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Jadi minimal ada tiga
pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran on-line, yakni konsumen,
pedagang dan pihak yang melakukan proses otoritas atau otentikasi transaksi.
Pada sistem pembayaran on-line, terjadi proses outhorize & wait resporse,
yang durasinya relatif singkat.

2. Kemudian, ada juga sistem pembayaran elektronik off-line. Konsumen dan
pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk
melakukan proses otentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi off
line, sama halnya dengan uang kontan biasa. Memang pada sistem yang off
line, pedagang dapat menanggung resiko jika sudah menyerahkan dagangannya
kepada konsumen dan ternyata hasil otorisasi atau otentikasi membuktikan
bahwa pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak sah. Jadi
meskipun dapat dilakukan proses pemberiksaan, namun konsumen dan

pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi keabsahan transaksi.

Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin :

1. Kerahasiaan (confidentiality) :
data transaksi harus dapat disampaikan secara
rahasia, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan.

2. Keutuhan (integrity) :
Hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan data dan/atan informasi
terhaddap ysaha memodifikasi data dan/atau informasi tersebut oleh pihak-ihak
yang tidak bertanggung jawab selama data dan/atau informasi tersebut
disimpan maupun dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengaman harus
mampu memastikan bahwa data dan/atau informasi yang diterima harus sama
seperti data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan.

3. Authorization

Berkaitan dengan pengawasan terhadap akses kepada data dan/atau informasi
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tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihak-pihak
yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan
jaringan informasi itu. Pembatasan ini menyangkut sejauh mana pihak yang
diberi wewenang untuk dapat melakukan hal-hal seperti mengakses,
memasukkan, membaca, memodifikasi, menambah, menghapus, dan mencetak
data dan/atau informasi.

4. Availability

Data dan/atau informasi yang disimpan atau dikirimkan melaluj jaringan

komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan,

5. Keabsahan atau keotentikan (authenticity), meliputi :

a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa sang konsumen
adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara
sistem pembayaran tertentu (misalnya kartu kredit Visa dan Mastercard),

atau kartu kredit seperti Kualiva dan Stand Card misalnya) dan keabsahan
keberatan pedagang itu sendiri.

b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat
oleh pihak yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut
membutuhkan tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda
tangan dalam dokumen tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.

6. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudation) catatan mengenai
transaksi yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika
ada perselisihan.

7. Auditability
Data dan/atau informasi harus dicatat sedemikian rupa sehingga terhadap data

itu semua syarat confidentiality dan integrity yang diperlukan telah terpenuhi.

2.3.3 Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Perdata

Pembuktian adalah svatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak untuk
meyakinkan hakim tentang kebenrana dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan
dalam suatu persengketaan dan bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai
fakta hukum yang menjadi pokok sengketa untuk kemudian dijadikan dasar bagi
suatu putusan hakim.
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Pada transaksi komersial konvensional suatu perjanjian umumnya dibuat
secara  tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah
pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk
transaksi komersial elektronik (e-commerce) yang dilaksanakan dengan
menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas
transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersmpan dalam bentuk data
elektronik yang terekam dalam system penyimpanan data di komputer. Dari sini
timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti
dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Salah satu aspek yang penting dalam. transaksi komersial elektronik (e-
commerce) adalah pengakuan hukum atas suatu kontrak elektronik (e-contract)
sehingga kontrak elektronik temebﬁt memiliki kedudukan dan kekuatan hukum
yang sama sebagai kontrak tertulis. Artinya hukum tidak boleh mengesampingkan
alat bukti elektronik dalam persidangan. _

UNCITRAL telah berusaha memberi pemecahan atas masalah pembuktian
menggunakan data dan dokumen elektronik, bahwa dalam hal hukum
mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis maka suatu data
elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu. Dalam UNCITRAL Model Law on
Electronic Commerce tersebut disebutkan juga bahwa data message memiliki
kekuatan pembuktian.

Lebih lanjut dalam UNCITRAL tersebut tercantumkan bahwa suatu
transaksi elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” di atas kertas sehingga tidak
dapat ditolak sebagai bukti di pengadilan. Mengenai tipe pembuktian dalam
kaitannya dengan transaksi komersial elektronik, Benjamin Wright, menyatakan
ada tiga tipe umum record (catatan) yang dapat diajukan di pengadilan sebagai
bukti transaksi komersial elektronik, yaitu:>*

a. Catatan mengenai isi pesan elektronik
b. Catatan audit komputer, misalnya catatan harian mengenai waktu pesan
dikeluarkan komputer.

33 M.Arsyad Sanusi, E-Commerce: Hukum dan Solusinya, (Bandung: PT Mizan Grafika Sarana,
2001), Hal.99
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c. Catatan statistik atau analitis yang dihasilkan melalui survei komputer.

Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang
berkaitan dengan masalah kekuatan dalam system pembuktian dari informasi,
dokumen dan tanda tangan elektronik. Pengaturan informasi, dokumen dan tanda
tangan elektronik dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE.
Secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hokum yang sah, yang merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan
hokum dan akibat hokum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik
tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 5 ayat (2), secara tegas menyebutkan:

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat

bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat
dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski
Elektronik Pasal 11 menyebutkan, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan
- hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda

tangan
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b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan

C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah
waktu penandatanganan diketahui

d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda
tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui

€. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
penandatangannya

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah

memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. -

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana
elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif
yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat
besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan.
Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan
sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila
dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866, alat bukti
terdiri atas:

a. Bukti tertulis
Pembagian macam-macam tulisan berupa Surat Biasa yang merupakan
tulisan yang tidak ditandatangani. Kekuatan pembuktiannya diserahkan
kepada hakim. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan
pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah
ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian
lahir, formal dan material serta merupakan alat bukti yang sempurna.

Bahwa apa yang tercantum didalam akta tersebut adalah sesuai dengan apa

yang diterangkan oleh para penghadap kepada pejabat pembuat akta.

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa

adanya bantuan dari pejabat umum. Akta ini baru memiliki kekuatan
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pembuktian formal seperti akta otentik apabila tanda tangan dalam akta
tersebut telah diakui oleh pihak yang membuat tanda tangan.

. Bukti saksi

Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam
persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang
bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

Setiap saksi diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agamanya bahwa
ia menerangkan yang sebenamya. Berkaitan dengan alat bukti keterangan
saksi, dalam hokum acara dikenal asas unus testis nullus testis yang berarti
bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya.

. Persangkaan

Pasal 1915 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa persangkaan adalah
kesimpulan-kesimpulan yang oleh hakim ditariknya satu peristiwa yang
sudah diketahui kea rah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan
merupakan alat bukti tak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.
Menurut pasal 1915 ayat (2) KUH Perdata ada dua macam persangkaan,
yaitu Persangkaan menurut Undang-undang yang merupakan persangkaan
berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang dihubungkan dengan
perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa teertentu. Persangkaan yang
tidak berdasarkan Undang-undang adalah persangkaan yang diserahkan
kepada pertimbangan hakim.

. Pengakuan

Suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara
yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.
Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim atau di Iuar persidangan.
Pengakuan yang dilakukan di muka hakim merupakan alat bukti yang
sempurna dan tidak dapat ditarik kembali.

. Sumpah

Suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha
Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka
hakim dalam persidangan. Ada dua macam sumpah di muka hakim, yaitu
sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain
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untuk menggantungkan pemutusan perkara kepadanya (sumpah pemutus)
dan sumpah yang oleh hakim diperintahkan kepada salah satu pihak.

Dari semua alat bukti tersebut diatas, dalam hukum acara perdata alat
bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Pada prakteknya, suatu perjanjian
harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini untuk mempermudah
pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk
transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan media elektronik tanpa
tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi tersebut tersimpan dalam bentuk
data elektronik yang terekam dalam system penyimpanan data di computer.

Berdasarkan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum perdata di
Indonesia maka suatu kontrak elektronik jelas tidak memenuhi syarat terulis
sehingga tidak bisa disamakan kedudukannya dengan surat tertulis maupun akta
dibawah tangan apalagi dengan akta otentik dan dengan demikian tidak memiliki
kekuatan pembuktian apapun serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti
sehingga dalam hal ini kontrak elektronik dikatakan sebagai pembuktian biasa.

Hal ini tentu perlu perhatian khusus. Terutama, karena dalam
perkembangannya di masyarakat, bentuk data elektronis seperti e-mail (surat
elektronik) telah banyak dipergunakan dalam melakukan transaksi perdagangan.
Bahkan, untuk melakukan suatu kontrak yang jelas-jelas menimbulkan hubungan
hokum.

Menanggapi hal ini, pengamat hukum telematika Freddy Harris
mengungkapkan bahwa perlu peran serta aktif hakim dalam hal ini. Apalagi sesuai
ketentuan Pasal 14 UU No.14 Tahun 1970, hakim tidak dapat menolak perkara
dengan dalih ketentuan hukum yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas.

Selain itu, mengutip Pasal 295 HIR dan Pasal 184 KUH Perdata, jelas
bahwa isyarat-isyarat dan petunjuk dinyatakan sebagai alat bukti di muka
persidangan. Jika dihubungkan dengan internet sebagai bentuk komunikasi, jelas
bahwa dasar komunikasi tersebut adalah adanya informasi dan isyrat-isyrat yang

dipancarkan, dikirim dan diterima.>*

e http://m.hukumonline.com/berita/ , Pembuktian Data Elektronik Perlu Peran Aktif Hakim.
Diakses pada tanggal 13 Januari 2012.
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‘Pada kesempatan yang berbeda, pengamat telematika Edmon Makarim,
mengemukakan bahwa dalam persidangan yang penting adalah mendapatkan
keyakinan hakim.>*

Untuk itu, atas data elektronis yang diajukan ke muka persidangan,
haruslah dibuktikan apakah data ini benar atau tidak tidak mengalami perubahan.
Dalam hal inilah diperlukan adanya keterangan ahli, sehingga hakim dapat
diyakinkan akan kebenaran informasi dalam data elektronis tadi.

Cara lain menurutnya, bisa saja hakim dibawa untuk melihat system
informasi yang bersangkutan. Sistem informasi tersebut misalnya saja perangkat
Hardware seperti computer, jaringan (network) yang digunakan, perangkat lunak,
serta pihak yang mengoperasikan system tadi.

Menurutnya, selama system informasi tersebut dapat disertifikasi
berfungsi secara normal dan secure sehingga tidak ada data yang diubah,
dibarapkan hakim pada akhimya memiliki keyakinan atas alat bukti yang
diajukan. Namun, tentu saja tindakan ini percuma jika para hakim tidak

memahami sistem informasi.*

Hukum yang Berlaku dan Pengadilan yang Berwenang Bila Terjadi Dispute
E-Commerce

Pada tanggal 25 Maret 2008, rancangan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) sisahkan menjadi undang-undang. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bsar
sekali pengaruhnya terhadap keamanan transaksi elektronik.Yang paling penting,
undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan‘ perbuatan hukum
baik yang berada dalam wilayah Indonesua maunpun yang berada di luar
Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

= ttp:/m.hukumonline.com/berita/ , Pembuktian Data Elektronik Perlu Peran Aktif Hakim.
Diakses pada tanggal 13 Januari 2012.

% Ibid.
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Dengan berpedoman pada uraian di atas, analisis terutama diarahkan
kepada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nimir 11 Tahun 2008 tentang Informasx
dan Transaksi Elektronik. Bunyi pasal ini mengatakan bahwa :

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik

mengikat para pihak.

Sangat mungkin bahwa kontrak elektronik berakhir pasa suatu sengketa hukum
yang dihadapi oleh para pihak dalam perjanjian elektronik. Karena itu, bunyi ayat
(2) adalah sebagai berikut:

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum mana yang

berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Akan tetapi, jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi
internasional yang dibuatnya itu, hukum yang berlaku didasarkan pada asas
Hukum Perdata Internasional. _

Banyak ahli berpendapat bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam
ruang cyber, seharusnyadipecahkan oleh Hukum Perdata Internasional. Akhirnya,
ini menimbulakn argumentasi bahwa masalah kompetensi forum (pengadilan dan
arbitrase) untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata internasional harus
memperhatikan beberapa prinsip kompetensi yang dianut dalam Hukum Perdata
Internasional :>’

1) The Principle of Basis Presence
Yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili
ditentukan olah tempat tinggal tergugat.

2) Principle of Effectiveness

Yang menegaskan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh dimana

harta benda tergugat berada. Prinsip ini penting diperhatikan karena sangat

terkait dengan pelaksanaan putusan asing (enforcement of foreign

judgment).

3) Principle of Lex Locus Contractus

% Iman Sjahputra,Op.cit,Hal.72
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Suatu prinsip yang di kalangan ahli Hukum Perdata Internasional juga
dikenal prinsip lex locus contractus. Menurut prinsip inim hukum
substantive yang sepeuhnya berlaku bagi para pihak adalah hukum témpat
penandatanganan berlangsung. V
4) Principle of Lex Locus Delecti

Penerapan prinsip ini membawa kenyataan hukum bahwa para pihak
sepenuhnya tunduk pada hukum tempat suatu gugatan deregister atau
didaftar.

Dalam praktek perdagangan elektronik (e-commerce), walaupun belum
mempunyai undang-undang yang mengatur secara langsung persoalan e-
commerce ini, bisa dilihat dari adanya beberapa undang-undang yang dapat
dikaitkan dengan transaksi jenis ini seperti Undang-undang Perlindungan
Konsumen yang bisa dipakai untuk melindungi pihak konsumen. Namun menurut
Edmon Makarim, salah satu kelemahan penggunaan UU Perlindungan Konsumen
untuk melindungi pihak pembeli dalam transaksi e-commerce adalah hanya dapat
diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak di dalam wilayah hukum
Republik Indonesia. Jadi walaupun belum menjangkau e-commerce secara
keseluruhan tetapi untuk perusahaan yang jelas alamat dan kedudukan (di
Indonesia), bila si pelaku usaha tersebut melakukan wanprestasi maka ia tetap
dapat dituntut menurut hukum Indonesia.*®

Bila pelaku usahanya berada di luar yurisdiksi hokum Indonesia, maka
persoalan pilihan hukum ini tergantung dari perjanjian antara pihak penjual dan
pembeli (dengan cara mencantumkan salah satu klausul di perjanjian e-
commerce).

Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa antara para pihak
di dalam transaksi e-commerce, bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan
diterapkan untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa yang timbul, tetapi juga
mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal itu

dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara

L ttp://m.hukumonline.com/berita/ , Pembuktian Data Elektronik Perlu Peran Aktif Hakim.
Diakses pada tanggal 13 Januari 2012.
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mereka pengadilan mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul di kelak kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan dan
penafsiran perjanjian di antara mereka. _

Para pihak dapat pula menentukan di dalam perjanjian itu bahwa sengketa
yang mungkin timbul di kelak kemudian hari diselesaikan oleh suatu badan
arbitrase, baik badan arbitrase institusional maupun badan arbitrase ad hoc.
Klausul perjanjian yang mengatur mengenai hal ini disebut arbitration provisions
atau klausul arbitrase.

Dalam hal tidak dicantumkannya pilihan hukum dalam perjanjian e-
commerce nya, ada beberapa teori yang berkembang untuk menentukan hukum
mana yang digunakan/berlaku, diantaranya:*®

1. Mail Box Theory (Teori Kotak Pos)

Dalam hal transaksi e-commerce, maka hukum yang berlaku adalah

hukum dimana pembeli mengirimkan pesanannya melalui komputernya.

Untuk itu diperlukan konfirmasi dari penjual. Jadi perjanjian atau kontrak

terjadi pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tawaran tersebut

dimasukkan ke dalam kotak pos (mail bos).

2. Acceptance Theory (Teori Penerimaan)
Hukum yang berlaku adalah hokum di mana pesan dari pihak yang
menerima tawaran tersebut disampaikan. Jadi hukumnya si penjual.

3. Proper Law of Contract

Hukum yang berlaku adalah hokum yang paling sering dipergunakan pada

saat perjanjian. Misalnya, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia,

kemudian mata uang yang dipakai dalam transaksinya Rupiah, dan
arbitrase yang dipakai menggunakan BANI, maka yang menjadi pilihan
hukumnya adalah hokum Indonesia.

4. The Most Characteristic Connection
Hukum yang dipakai adalah hukum pihak yang paling banyak melakukan

prestasi.

® . ttp://m hukumonline.com/klinik/detail/c15517 > "E-commerce”, Diakses pada tanggal 14
Januari 2011.
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Dari keempat model pilihan hukum tersebut diatas tampak Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengedepankan pilihan hukum
dan pilihan forum pengadilan pada kesepakatan para pihak. Meskipun secara
eksplisit teori mail box dan acceptance menjadi dasar pijakan tentang kapén
terjadinya transaksi. Konsep ini diuraikan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutka
bahwa akad dari transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang
dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Meskipun demikian tidak
ada satupun teori tentang penerimaan yang mampu secara menyeluruh
menyelesaikan persoalan lain tentang pembuktian dari transaksi itu sendiri.®°

Kecenderungan yang terjadi dalam proses arbitrase online khususnya
dalam penyelesaian sengketa e-commerce yang dilakukan antara Business to
Consumer (B2C), pilihan hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum
nasional dari si pelaku bisnis, karena konsumen hanya memiliki pilihan menerima
klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-commerce sama
sekali (take it or leave if). Hal ini dipengaruhi hokum positif yang mengatur
internet di Negara tersebut, schingga di pengaturan mengenai e-commerce
megikuti hokum yang mengatur tentang koneksi e-commerce dalam hubungan
internetnya. Dengan demikian proses arbitrase akan menggunakan pilihan hokum
dimana media internet yang menjalankan e-commerce berada.

Apabila sengketa yang terjadi dalam hubungan e-commerce antara Client
to Client (C2C). Pengaturan hukum internet yang biasa digunakan adalah
menganut pada aliran The Cyber-Separatist Discourse yaitu mereka akan
mengatur tersendiri mengenai pilihan hokum mana yang akan digunakan.
Selanjutnya, apabila sengketa tersebut melibatkan sesame pelaku bisnis pada
aliran The Cyber-Internationalist Discourse yaitu ketentuan hukum internasional
yang berlaku. Contoh sengketa pada kasus ini adalah sengketa mengenai “nama
domain” atau domain name dimana pihak penyedia domain name untuk top level

domain seperti dot com, dot org, dan dot net menyerahkan sengektanya untuk

8 . http://t ariftyadi.blogspot.com |, ”Perlindungan Konsumen E-commerce Dalam
Transaksi Perdagangan Internasional; Hukum Mana Yang Berlaku?”. Diakses 13 Januari 2012.
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diselesaikan melalui arbitrase dengan pilihan hokum, hokum interasional yaitu
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

Untuk menyelesaikan sengketa e-commerce yang bersifat internasional,
sebaiknya menggunakan mekanisme ADR (Alternative Dispute Resolution).
Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan ADR maka para pihak tidal perlu
dipusingkan dengan perbedaan sistem hukum, budaya dan bahasa.®! Dasar hukum
ADR di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana diketahui bahwa
kegiatan e-commerce sepenuhnya bersifat online oleh karena itu sudah sewajarnya
apabila penyelesaian sengketanya pun dilakukan secara online, mengingat bahwa
para pihak berkedudukan di Negara yang berbeda yang tentunya bila penyelesaian
sengketa dilakukan dengan pertemuan secara fisik akan memakan waktu dan
biaya yang banyak. Di Amerika bermunculan situs-situs untuk menyelesaikan
permasalahan  e-commerce secara online seperti  Cybersettle.com, E-
Resolutions.com, iCourthduse, dan Online Mediators.%2

Pelaksanaan penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia belum
sepenuhnya bersifat online, namun Undang-Undang Arbitrase memberikan
kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan menggunakan e-mail,
hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 yakni:

Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi

dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram,

Jaksimilim e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib

disertai dengan suatu catatan Ppenerimaan oleh para pihak.

Dengan diperolehkannya penggunaan e-mail untuk menyelesaikan sengketa, maka
para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara online tanpa harus bertemu

satu sama lain.

%! Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.Op.citHal.77

% Edmon Makarim,Op.cit Hal 180.
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BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Legalitas Kontrak Perdagangan Elektronik
(E-Commerce) Melalui Internet Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis perjanjian e-commerce adalah perjanjian Konsensuil. Perjanjian
yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan
perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional, akan tetapi
perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan perjanjian yang
dibuat secara elektronik atau kontrak elektronik. Menurut Johannes
Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang,
dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui
situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini
pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak
(dalam hal ini konsumen). Perjanjian secara elektronik adalah kesepakatan
antara kedua belah pihak yang dilakukan secara elektronik, dimana para
pihak dalam melaksanakan perjanjian tidak memerlukan tatap muka secara

langsung.

2. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses
penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada
media yang dipergunakan, pada transaksi e-commerce media yang
digunakan adalah internet sedangkan terjadinya kesepakatan menganut
teori penerimaan dimana suatu perjanjian telah lahir ketika pihak yang
melakukan penawaran menerima surat jawaban berupa penerimaan
terhadap penawaran tersebut. Keabsahan dari perjanjian jual beli melalui
intemet adalah
a. Bahwa kontrak elektronik dikatakan mengikat berdasarkan teori

penerimaaan.
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b. Keabsahan data transaksi yang menjamin untuk terjadinya jual beli
melalui internet, baik itu mencakup tanda tangan ataupun lainnya yang
menjadi suatu keabsahan dari suatu perjanjian tersebut. Hal-hal yang
berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk
kontrak elektronik. Namun, pada prakteknya (khusunya di Indonesia)
masih terdapat banyak perbedaan mengenai keabsahan suatu kontrak
elektronik  (e-commerce). Masyarakat melakukan transaksi e-
commerce berdasarkan unsure kepercayaan semata. Kontrak yang
terjadi akbiat transaksi tersebut adalah sah. Sedangkan, pihak
pengadilan berpendapat bahwa kontrak demikian sulit dikatakan
sebagai kontrak yang sah karena tidak ada jaminan bahwa kontrak
tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya dalam hal kapan
terjadinya kesepakatan dan kecakapan para pihak.

3. Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga
hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang telah diatur oleh undang-
undang. Alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di
Indonesia adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan
sumpah. Dari semua alat bukti tersebut diatas, dalam hokum acara perdata
alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Berdasarkan ketentuan
mengenai alat bukti dalam hukum perdata di Indonesia maka suatu kontrak
elektronik jelas tidak memenuhi syarat terulis sehingga tidak bisa
disamakan kedudukannya dengan surat tertulis maupun akta dibawah
tangan apalagi dengan akta otentik dan dengan demikian tidak memiliki
kekuatan pembuktian apapun serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti.
Pendapat yang menyatakan bahwa cara-cara pembuktian dan alat-alat
bukti yang telah ada tidak dapat diterapkan dapa kasus-kasus yang
menyangkut transaksi elektronik ataupun cybercrime ternyata tidak hanya
beredar di masyarakat.

Bila pelaku usahanya berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, maka
persoalan pilihan hokum ini tergantung dari perjanjian antara pihak
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penjual dan pembeli (dengan cara mencantumkan salah satu klausul di
petjanjian e-commerce) Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi
sengketa antara para pihak di dalam transaksi e-commerce, bukan saja
menyangkut pilihan hokum yang akan diterapkan untuk dijadikan dasar
penyelesaian sengketa yang timbul, tetapi juga mengenai pilihan
pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal itu dapat dihindari
apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara mereka
pengadilan mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul di kelak kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan
dan penafsiran perjanjian di antara mereka. Para pihak dapat pula
menentukan di dalam perjanjian itu bahwa sengketa yang mungkin timbul
di kelak kemudian hari diselesaikan oleh suatu badan arbitrase, baik badan
arbitrase institusional maupun badan arbitrase ad hoc. Klausul perjanjian
yang mengatur mengenai hal ini disebut arbitration provisions atau klausul
arbitrase.

3.2 SARAN

1. Bahwa dalam melakukan transaksi E-commerce, perlu diperhatikan perjanjian
antara pembeli dan penjual. Diharapkan pembeli atau customer lebih detail
untuk melihat dan membaca term dan kondisi yang berlaku dalam perjanjian
elektronik tersebut. Apakah perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak

yang membuat.

2. Bahwa para pihak berhak untuk menentukan pilihan hukum untuk
melaksanakan penyelesaian bila terjadinya sengketa antara para pihak.
Pengadilan atau arbitrase yang ditunjuk serta hukum Negara mana yang
berlaku bila terjadi transaksi antar Negara.

3. Segala sesuatu yang berbentuk data baik itu perjanjian, diharapkan penerima

memegang tanda bukti tersebut atau menyimpan tanda bukti adanya transaksi

tersebut. Hal ini berguna untuk pembuktian di depan persidangan. Sehingga
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